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ABSTRAK 

 

Nisfu Novian Deka: Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak 

restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah Kota Padang dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak 

hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota padang. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan Teknik perhitungan 

statistik.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas 

pendapatan asli daerah kota Padang pada pajak restoran senilai 100,24 persen, pajak 

hotel 103,23 persen, dan pajak hiburan sebesar 79.02 persen. Tingkat efektivitas 

membuktikan bahwa selama periode tahun 2018 hingga 2022 pemerintah Kota 

Padang mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor pajak restoran 

dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan sangat efektif, sementara 

pada sektor pajak hiburan pemerintah kota Padang belum mampu melaksanakan 

kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan asli daerah karena penilaian kinerja 

kurang efektif. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan Pajak, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan pendapatan 

negara yang memiliki peran sangat besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak 

diperoleh dari iuran masyarakat yang diwajibkan dan dikelola oleh Direktorat 

Jendral Pajak (DJP). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dengan ditetapkan Undang-Undang No.34/2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai 

salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang 

berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah 

perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. 

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan 

segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun 

berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah 
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dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi setiap daerah 

walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti 

setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai 

kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki 

setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi Pemungutan pajak merupakan alternatif yang 

paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan 

pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan 

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah. 

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan 

potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan pendapatan daerah 

sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah 

yang bersangkutan. 

Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang telah 

melaksanakan program-program pembangunan, baik pembangunan jangka 

Pendek maupun pembangunan jangka panjang. Untuk merealisasikan 

pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang besar, maka dari itu 

pemerintah kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh 

pemerintaah kota Padang melalui pendapatan pajak, seperti Pajak hotel, pajak 

restoran dan pajak hiburan yang merupakan jenis-jenis pajak daerah yang 
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potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya 

komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 

pembangunan daerah. 

 

Gambar 1. Penerimaan Asli Daerah Kota Padang 2018-2022 

Sumber: BAPPENDA Kota Padang 2023 

 

    Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat penerimaan asli daerah pada 

tahun 2018 sebesar Rp 487.937.882,4 mengalami peningkatan sebesar Rp 

58.170.688,2 pada tahun 2019 sebesar Rp 546.108.570,6 dalam artian 

pemerintah daerah mampu menggali potensi sehingga menambah pemasukan 

bagi pemerintah daerah, namun PAD mengalami penurunan sebesar Rp 

46.212.847,9 pada tahun 2020 dengan jumlah PAD sebesar Rp 499.895.722,7 

dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

penerimaan daerah menurun dan keadaan ekonomi masyarakat juga ikut terkena 

imbasnya. Kemudian PAD meningkat kembali sebesar Rp 39.037.937,4 pada 

tahun 2021 dengan jumlah PAD sebesar Rp 538.933.660,1 dan terjadi 

2018 2019 2020 2021 2022

Target 603.724.395,5 808.267.778,2 664.266.307,8 808.184.679,6 733.347.779,6

Realisasi 487.937.882,4 546.108.570,6 499.895.722,7 538.933.660,1 612.719.604,8
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peningkatan sebesar Rp 73.785.944,7 pada tahun 2022 degan jumlah PAD 

sebesar Rp 612.719.604,8. Hal ini menarik, dengan kembali meningkatnya 

pendapatan asli daerah kota Padang dari tahun 2021 hingga 2022 dengan nilai 

yang cukup besar apakah penerimaan pajak daerah ikut berkontribusi dan telah 

efektif atau tidak dalam pencapaiannya terhadap pendapatan asli daerah, sebab 

dengan besarnya penerimaan pajak daerah saja tidak dapat dijadikan tolak ukur 

dalam keberhasilan pencapaian pemungutan pajak daerah. 

Dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah pemerintah 

mengelompokkan pajak daerah menjadi beberapa jenis pajak daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yang menjadi sumber 

penerimaan suatu daerah, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari 5 jenis pajak 

diantaranya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukiman, dan 

pajak rokok. Serta pajak kabupaten/kota yang terdiri dari 11 jenis pajak 

diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 

mineral bukan logam & batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan ha 

katas tanah & bangunan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah 

daerah dalam penetapan tarif dan perhitungan pajak daerah sesuai dengan 

jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tabel 1.  Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2018-2022 
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Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan

2018 37.103.700.301Rp   39.822.244.807Rp       10.523.066.876Rp         

2019 41.246.273.620Rp   51.140.836.591Rp       9.860.360.021Rp            

2020 21.070.809.433Rp   35.172.990.251Rp       3.805.101.995Rp            

2021 27.612.092.250Rp   43.241.010.686Rp       2.883.790.044Rp            

2022 48.709.250.010Rp   62.122.927.431Rp       7.175.646.608Rp            

Sumber : BAPPENDA Kota Padang 2023

Tahun
Jenis Pajak Daerah

 

Dapat dilihat dalam tabel diatas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak 

hiburan mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan asli 

daerah kota padang. Pendapatan dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak 

hiburan yang cukup besar setiap tahun perlu diukur tingkat efektivitasnya dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang. Kenaikan penerimaan pajak 

daerah yang signifikan dapat dipengaruhi dengan terus digalinya potensi 

penerimaan pajak daerah tersebut oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan 

peraturan daerah yang di tetapkan oleh pemerintah kota padang. Dengan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga 

penerimaan pajak daerah dapat meningkat setiap tahunnya. Efektivitas pajak 

restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sebagai tolak ukur seberapa jauh target 

pencapaian akan tercapai. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti merasa perlu 

untuk meninjau efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian dan laporan tugas akhir dengan judul “Tinjauan 

Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan 
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dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu: 

1. Bagaimana Efektivitas pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak 

Hiburan Kota Padang? 

2. Berapa besar kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan pajak hiburan 

terhadap pendapatan asli daerah kota padang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian penulis yaitu:  

1. Untuk Mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak 

Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota padang. 

D. Manfaat Penelitian  

 Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi 

perpustakaan pihak-pihak yang memperdalam tentang Efektivitas 

Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang. 
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2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat terkait 

untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

dari bidang perpajakan. 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini bisa dijadikan sarana untuk menerapkan teori yang telah 

diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan sebenarnya dan menambah 

pengalaman di bidang perpajakan. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai bahan informasi bagi para pembaca maupun sebagai bahan referensi 

atau objek penelitian yang sama, khususnya tentang efektivitas pajak 

restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah kota padang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Efektivitas 

Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang, adalah sebagai berikut: 

1.  Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam 

kurun waktu lima tahun mulai dari 2018 hingga 2022 maka rata-rata tingkat 

efektivitas pendapatan asli daerah kota Padang pada pajak restoran senilai 

100,24 persen, pajak hotel 103,23 persen, dan pajak hiburan sebesar 79.02 

persen. Tingkat efektivitas membuktikan bahwa selama periode tahun 2018 

hingga 2022 pemerintah kota Padang mampu melaksanakan kinerja keuangan 

daerah pada sektor pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah dengan sangat efektif, sementara pada sektor pajak hiburan 

pemerintah kota Padang belum mampu melaksanakan kinerja keuangan 

daerah terhadap pendapatan asli daerah karena penilaian kinerja kurang 

efektif.  

2. Kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan daerah kota Padang 

sejak tahun 2018 hingga 2022 yang dihitung dapat dikatakan bahwa rata-rata 

kontribusi yang dihitung pajak restoran senilai 8,54 persen terhadap PAD 

dengan kriteria sangat kurang, pajak hotel dengan nilai 6,48 persen terhadap 

PAD termasuk dalam 
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3. Kriteria sangat kurang, dan pajak hiburan dengan nilai 1,3 persen terhadap 

PAD termasuk dalam kriteria sangat kurang. Hasil penelitian menjelaskan 

pajak dengan kontribusi yang unggul atau menjadi sektor unggul yaitu pada 

pajak restoran, masing-masing potensi pajak memiliki nilai kontribusi yang 

berbeda sehingga mampu mempengaruhi peningkatan asli daerah kota 

Padang. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah kota Padang harus masih mengembangkan, 

mempertahankan dan menambah potensi dalam sektor penerimaan pajak 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Padang. 

2. Badan Pendapatan Daerah kota Padang, harus senantiasa melakukan 

sosisalisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Sehingga 

wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak sesusai dengan ketetapan 

yang berlaku. 
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